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BUPATI  PONTIANAK
PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang; a-,  bahwa  sebagai  pelaksanaan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Pontianak Noraor 3 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan

suatu peraturan;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  huruf a,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati Pontianak;

Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953  tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Ealimantan (Lembaran Negaxa Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  352)  sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor '72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
TahUri 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

-3.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262)  sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28  Tahun 2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);



r ^ j

4:  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  teiitang
Penagihan Pajak dengan  Surat Paksa  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3686);  sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3987);

5. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang
Pengadilan  Pajak  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  27,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dae rah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Norridf 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5049);
9. Undang=Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nofnof 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258)  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);



11: Peratilfan. Pemefintah Nomor 40 Tahuh 1996 tentaiig
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

12s Pefatllfah PefriefifrEah Nomor 24 Tahufi 1997 tentang"
Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1997  Nomor  57,  Tambahan
Lembaratt Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan  Surat  Paksa  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  135,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan
dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  248,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata  Cara  Penghapusan  Piutang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488)  sebagairhaha telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 83,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4652);

16= Pefatlifah Pemefintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4578);

17,Peraturan Pemefintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis  Pajak Daerah yang  Dipungut  Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahllh 2010 Nomof 153, Tarhbahah Lembafaii Negafa
Republik Indonesia Nomor 5179);

19. Pefatllfan Menteri Dalarri Negeri Nomor 13 Tahuri 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengaii Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011);

20: Pefatlifan Menteri Keuarigah
Nomor  148/PMK.07/2010  tentang  Badan  atau
Perwakilan  Lembaga  Internasional  yang  Tidak
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaail dan
Perkotaan;

21 = Per attif aii Daerah Kablipateri Poritianak
Nomor  1  Tahun 2010 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah Tahurt 2010 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 3  Tahun 2013  tentang Pajak Bumi  dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkdtaan  (Lembaran

Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN  BUPATI  PONTIANAK  TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK NOMOR  TAHUN 2013
TENTANG  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya  disingkat  DPPKAD  adalah  DPPKAD  Kabupaten
Pontianak.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan,  baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
kornanditef, pefsefoafi lainriya, badan usaha fnilik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk  apa  pun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial pblitik, atau organisasi lainhya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

7. Pajak Bum! dan Bangunan Pefdesaaii  dan Pefkotaaii,-  yang

selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan; perhutanan dan pertambangan;

8. Bllmi adalah pefmukaan b'umi yang fnelipiiti tanah daii pefaifah
pedalaman serta laut wilayah kota.

9:  Bangunan adalah konstfuksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut

10.  Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
perhimpunan data Objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak sefta peiigawasan penyetorannya.



11=  Sllbjek Pajak adalah ofang pfibadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

12. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Penanggung  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai
ketentuan pefatufari pefundang-undangan perpajakan daerah.

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pontianak.

16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala  Daerah untuk menampung  seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengelliafan daerah.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, untuk selanjutnya disebut
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah
sebagai  sarana dalam administrasi  perpajakan daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

Pajak  Daerah  dalam  melaksariakan  hak  daft     kewajiban
perpajakannya:

18=  Nilai Jlial Objek Pajakj yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah
.  harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis; atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

19;  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selahjuthya disingkat
NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang
tidak kena pajak.

20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP,  adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT,  adaiah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang terutang kepada Wajib Pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.



23=  Tahun Pajak adalah jarigka waktu yang lamahya 1 (satu) tahuri
kalender.

24.  Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25=  Siifat Setofan Pajak Daefah; yang selanjutnya. disingkat SSPD,-
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat perabayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah:

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besaf dafipada pajak yaiig terutang atau sehafushya tidak
terutang.

27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/ atau denda.

28. Surat  Keputusan Pembetulan adalah  surat  keputusan yang
membetuikan  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung,  dan/atau
kekeliriian dalam peherapari ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah.

29. Surat  Keputusan  Keberatan  adalah  surat  keputusan  atas
kebefatari tefhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutangj Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambalian,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayarj atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh

pihak ketigayang diajukan oleh Wajib Pajak.

30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat  diajukan banding,  befdasarkan  pefatufaii  pefufidafig-
undangan perpajakan yang berlaku.

31:  Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak.

32.  Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

seGafa  objektif  dan  pfofesiohal  berdasafkah  siiatu  staridaf
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah;



33:  Penyidikan tindak pidaria dibidaiig perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya:

34;  PenyMilc adalali Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentii di lingkungaii
Pemerintah  Daerah  yang  diberi  wewenang  krrusus  untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana:

35. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
raeliputi  penagihan  seketika  dan  penagihan  sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Bagian Kesatu
Basis Data PBB-P2

Pasal 2

(1) Pemefintah  Daefafr     dalam  faiigka  pemungutari  PBB-P2
membentuk basis data PBB-P2.

(2) Pembentlikan basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian
ObjekPBB-P2.

(3) Pemerintah  Daerah  menggunakan  basis  data  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berasal dari pelimpahan
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  Republik

Indonesia yang  tertuang  dalam aplikasi  Sis tern   Manajemen
Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.

(4) Aplikasi SISMIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnerupakan
suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan
administrasi  PBB-P2 yang meliputi  kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a: Pendaftaran;
b. Pendataan;
c. Penilaian;
d. Penetapan;
e; Penerimaan;
f. Penagihan;



g;  Pelayaiianj dari
h.  Keberatan

(5)  Pemefiritah Daefah dapat merigemhangkan aplikasi  SISMIOP
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 3

(1) Dalam rangka menjaga validasi basis data yang dilimpahkan oleh
Direktorat JendeTal Pajak sebagaimafia difriaksud dalam Pasal 2
ayat (3)  sebagai  akibat perkembangan/perubahan Subjek dan
Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis
data SISMIOP.

(2) Pemeliharaan basis data SISMIOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan

oleh Petugas DPPKAD befdasafkan lapdrah yang diterima darl
Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi terkait.

b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan
oleh DPPKAD dengan car a mencocokkan dan menyesuaikan
data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan
sebenafnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan
dengan Nilai Jual Objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang
terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur
pembentukan basis data.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

(1) Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dilakukan olen Subje'k Pajak dengan cara mengisi
SPOP dan LSPOP;

(2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP rilencantunlkari NPWP dalain
kolom yang tersedia dalain SPOP.

(3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas,  benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan ke DPPKAD, selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah. tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek
Pajak atau kuasanya.



(4)  Fofixnllif SPOP disediakan dan dapat dipefoleli dengaii Guma-ciima
di DPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal5

(1) Pendataan Subjek dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  2  ayat  (2)  dilakukan  oleh  DPPKAD  dengan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP, sebagai
berikut:

a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP.

b. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, haras
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran

yarig dipeflukari dari disanipaikan kepada DPPKAD.

c. Sepanjang tidak ada perubahan data Objek Pajak, Subjek Pajak
maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP dapat
digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

d. Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum dalam

Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Pendataan Subjek dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;

b. Identiiikasi Objek Pajak;

c. Verifikasi data Objek Pajak; dan

d; Pengukuran bidang Objek Pajak;

Pasal 6

(1) Setiap Objek Pajak dibefi NOP;
(2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, sebagai berikut ;

a, Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;

b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;

6=  Digit  ke-5  sampai  derigah  digit  ke-7  nleflipakah  kode
kecamatan;

d. Digit  ke-8  sampai  dengan  digit  ke-10  merupakan kode
kelurahan/ desa;



e=  Digit Ice-11 sanipai dengah digit ke-13 merupakan kode noiriof
urut blok;

f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut

Objek Pajak;
g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal7

[1]  Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk:

(2) Pendataan  terhadap  mutasi  pecah,  raasing-masing  penerima
pecahan mendapatkan NOP bafu, sisa tanah tetap menggunakan
NOP lama.

(3) Pendataan terhadap mutasi pecah taripa ada sisa ihaka NOP
diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

(4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

Pasal8

Persyaratan dikeluarkannya NOP adalah sebagai berikut :

a. Melampirkan  alat  bukti  kepemilikan  atau  penguasaan  atau
pemanfaatan;

b. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;

c. Mengisi Formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan Wajib
Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 9

(1) Penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalain Pasal 2
ayat (2) adalah kegiatan DPPKAD terhadap Objek PBB-P2 untuk
menetapkan NJOP.

(2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat
dilaksanakan melalui :

a. Penilaian rnassal,  dirnana nilai jual objek bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap

Zona Nilai Tanan (ZNT)  sedang NJOP bafigunan dihitung
berdasarkan  Daftar  Biaya Komponen  Bangunan  (DBKB);
dan/atau

b. Penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum yang
bernilai tinggi atau Objek Pajak Khusus.



(3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan tiga pendekatan penilaian meliputi :

a. Pendekatan data pasar
b. Pendekatan biaya; dan/ atau
c. Pendekatan kapitaiisasi pendapatan.

(4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf 1 dilakukan dengan cara membandingkan objek
pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang
nilai  jualiiya  sudan  diketahui  dengan  melakukaii  bebefapa
penyesuaiaxL.

(5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara
memperhitungkan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk
membarigun bafU dikurangi deiigan pefiyusutan.

(6) Pendekatan kapitaiisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hiiruf c dilakukan pada objek-objek yang riienghasilkan
(komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh
pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak
dikurangi  dengan  kekosongan  biaya  dperasional  dan  hak
pengusaha^

(7) Pelaksanaan kegiatan teknis penilaian diatur dengan Peraturan
KepalaDPPKAD.

BABIV

TATA CARA PENETAPAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Bagian Kesatii
Penetapan

Pasal 10

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

(2) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan hal-

hal sebagai befiklit :-

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar.

b. Perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis yang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.

c. Nilai Perolehan baru.

d. Perientuan Nilai Jual Objek Pajak Penggariti.



Bagian Kedua
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Pasal 11

Besamya NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan sebesar  Rp.  15.000.000,-
(lifna belas juta rupian) unfuk Wajib Pajak dengan ketentuan :

a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
1 (satu) kali dalam satu Tahun Pajak.

b. Apabila Wajib Pajak memperoleh beberapa Objek Pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak
lainnya.

Tata Cara Penerbitan* Pengisian dan Penyampaian SPPT

Pasal 12

(1) Befdasafkan SPOP; DPPKAD nieherbitkan SPPT,

(2) SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal Tahun masa Pajak secara massal.

(3) DPPKAD meiicetak DHKP:

(4) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak di lakukan penelitian data
SPPT dengan data DHKP.

(5) SPPT yang diteliti  diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan
dibuatkan Berita Acara (BA) serah terima SPPT untuk disampaikan
kepada Wajib Pajak.

(6) Setelah penelitian selesai dibuatkan Berita Acara dan laporan hasil

perielitian SPPT rangkap 3 derigari rincian rarigkap ke-1 urituk
DPPKAD, rangkap ke-2 untuk Kelurahan/Desa dan rangkap ke-3
untuk lampiran berita acara penelitian.

(7) Desa/Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara
berkala kepada DPPKAD.

(8) SPPT PBBP2 haras sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat
l(satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 13

(1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi  dan menyampaikan SPOP,
ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh DPPKAD dengan
diterbitkan SKPD.

(2) SKPD diterbitkan tidak secara massal.

(3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPPKAD.



BAB V
PENERIMAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

(1) PBB-P2 yang Terutaxig dibayar di Kas Daerah melalui Bank tempat
pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan SPPT.

(2) Pembayaran  PBB-P2  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (i)
dilakukan oleh Wajib Pajak atau melalui Petugas Pemungut PBB-P2
Desa/kelufahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Apabila tempat pembayaran di  tempat lain yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  hasil penerimaan Pajak
disetof ke Kas Daefan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(5) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur,  maka
penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

(1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran.

(2) Bupati  menentukan  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  dan
penyetoran Pajak yang terutang.

(3) Pembayafah Pajak harus dilakilkari sekaligus atali lunas:

(4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh
Wajib Pajak.

(5) SKPD,STPD,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak

yang harus dibayar bertartlbaJi harus dilunasi dalarii jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(6) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat
pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak setelah melakukan perabayaxan memperoleh SSPD.

(2) SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) lembar :@



eL  Lembaf ke-1 dibefilcan. kepada Wajib Pajak.
b. Lembar ke-2 diberikan ke DPPKAD
c. Lembar ke-3 untixk Bank tempat pembayaran PBB-P2

(3)  SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda lunas dari Bank
Tempat Pembayaran PBB-P2.

BAB VI
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

(1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau
penundaan adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan surat perraohonan pembayaran disertai

dengan  alasan-alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan

kepada kepada DPPKAD.

b. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak
terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan

c. setelah jatuh tempo.

d. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk
diangsur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka
waktu tertentu.

(2) Tata cara pembayaran seGara angsuran dan/atau penundaan

adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan
angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan
dalam  Surat  Perjanjian  Angsuran  dan  atau  penundaan
pembayaran yang telah disediakan DPPKAD.

b. Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran

ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh
Kepala DPPKAD.

c. Pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama 1  (satu)  tahun,  sedangkan untuk penundaan
pembayaran paling lama 4 (empat) bulan.

d. Apabila Wajib Pajak tidak dilaksariakan kewajiban sesuai dengan
apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran
dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.



Pasal 18

KepaJa  DPPKAD  berhak  untuk  mengabulkan  atau  menolak
perniohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda
pembayaraxL:

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

(1) Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan  pengembalian
kelebinaii  pembayafafi  pajak kepada  Bupati/Kepala  DPPKAD
dengan melampirkan fotocopy bukti  setoran pajak yang telah
dibayarkan/SSPD  untuk  masa  pajak  yang  dimintakan
pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kepala  DPPKAD  menugaskan  petugas  untuk  melaksanakan
penelitian kepada Wajib Pajak untuk dibuatkan Laporan Hasil
Penelitian.

(3) Kepala DPPKAD merierbitkari SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila
Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran
pajak.

(4) Berdasarkan  SKPDLB  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)
ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(5) DPPKAD memberitaniikan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan
pembayaran pajak sudah dapat diambil.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Satu
Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPD

Pasal 20

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(3) Sebelum sufat tegufaii diberikaiij  dilakukan upaya persuasive
selama satu bulan setelah jatuh tempo.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7
(tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.

(5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 21

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan  penagihan  sudah  kadaluwarsa  dapat  dilakukan
penghapusan.;

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang
tercantum dalaffi:
a. SPPT;
b. SKPD;
c. STPD; dan
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan

Putusan Banding.

(3) Penghapusan Piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap piutang pajak dari :

a. Wajib Pajak yang irieninggal dlinia dengan tidak meriiriggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris

tidak  dapat  ditemukan,  yang  dibuktikan  dengan  Surat
Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan
bahwa Wajib  Pajak yang meninggal  dunia tersebut tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
dari pejabat yang berwenang;

b. Wajib  Pajak yang tidak mempunyai  harta kekayaan lagi,
dibliktikari  dengan  sufat  ketefangan  dari  Pejabat  yang
berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-
benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak yang penagihannya telah kadaluwarsa;

d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,
misalnya Wajib Pajak tidak dapat menemukan , dokumen tidak
lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan
yang tidak dapat dihindarkan seperti benoana alam, kebakaran;
rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.

e. Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan

f;  Objek Pajaknya tidak ada>

(4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b,  dilakukan penelitian  setempat  atau penelitian
adrninistrasi  dan  hasllnya  dituangkan  dalarfi  laporari  hasil
penelitian setempat atau laporan hasil penelitian administrasi;



Pasal 22

(1) Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian
administrasi guiia memastikan piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi;

(2) Pejabat rneiiefbitkan sufat pefiritah perielitiari lapangan dan/ataU
penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 23

(1) Penelitian admiriistfasi atau penelitian setempat dilakilkari setiap
objek pajak.

(2) Penelitian administrasi  secara kolektif hanya dapat dilakukan
terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kadaluwarsa atau
dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan
Bupati ini.

Pasal 24

[1]  Laporan hasil peneKtian lapangan dan laporan hasil penelitian
administrasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  22 ayat  (2)
disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekalL

(2]  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan
penyusunana Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang
Pajak.

BAB IX
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 25

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan

permasalahan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

a. pendaftaraan objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik
dilakukan oleh Wajib Pajak seildifi maupUh dikafenakan peiidataari

b. mutasi subjek/objek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak
dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan
luas baik tariah matipun baiigunan, perubahan spesifikasi tanah
maupun bangunan serta adanya mutasi  objek pajak, pendaftaran
ulang subjek pajak dikarenakan adanya perubahan subjek pajak
baik perubahan secara utuh maupun perubahan yang dipecah-

pecahj



c. pembetulan  SPPT/SKPD  adalah  pendaftaran  permohonan

pembetulan SPPT/SKPD karena salah nama, salah alatnat, salah
hitung dan zona nilai tanah;

d. pembatalan  SPPT/SKPD  adalah  pendaftaran  permohonan
pembatalan SPPT/SKPD;

e. salirian SPPT/SKPD adalah peridaftafan permohonan Wajib Pajak
atas salinan SPPT/SKPD;

f. keberatan penunjukan WP adalah Pendaftaran permohonan atas
kesalahan periuhjukah Wajib Pajak;

g. keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran permohonan
keberatan atas pajak terutang. Keberatan atas pajak terhutarig
terjadi  karena  kesalahan  menghitung  luas  bumi  atau/dan
bangunan, keslahan penilaian serta kesalahan penetapan NJOP;

h.  pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran
permohonan pengurangan pajak terhutang oleh Wajib  Pajak.
Permohonan  tersebut  terjadi  akibat  bencana  alam/nama
tanaman/hal-hai lain yang iuar biasa dan berfungsi massa serta

kondisi subjek pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
pengurangan atas besarnya pajak terutang;

i.  restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan

pajak yang dikeluarkan/dibayar Wajib Pajak;

j.  kompensasi  adalah  pendaftaran  permohonan  pengembalian

kelebihan pajak yang  dikeluarkan/dibayar  oleh  Wajib  Pajak.
Kelebihan Pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer ke
pembayafari pajak NOP lain;

k.  pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan

pengurangan denda terjadi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak;
dan/ atau

1.  Penentuan kembali  Tanggal jatuh  tempo  adalah  pendaftaran
permohonan penentuanan kembali tanggal jatuh tempo.



BABX
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 26

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD
clapat membetulkaii  kesalahari tulis,  kesalahari  liitung,  dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan
sebagai berikut:

a.. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDLB;
d. STPD;
e. Surat Ketetapan Peniberian Pengurangan PBB-P2;
f. Surat Ketetapan Pembetulan;
g. Surat Ketetapan Keberatan;
b. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
k. Surat Keputusan Pefigurangan Ketetapan Pajak; atau
1. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 27

Pembetulan  sebagaiffiana  aiffiaksud  dalam  Pasal  26  ffieliputi
pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung
persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

a-.  Kesalahan tuliS; antara lain kesalahan pemalisan Nomor Objek
Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak
nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas
bangunan,  Tahun  Pajak,  dan/atau  tanggal  jatuh  tempo
pembayaran;

b. Kesalahan  hitung,  antara  lain  kesalahan  penjumlahan,

pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan;
dan/atau

c. Kekelifuan penefapan keteiitUari dalam peraturan perundang-
undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif,
kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan
penerapan sanksi administrasi-.



Pasal 28

[1]  Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak
atau kuasanya secara perorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.

(2]  Pefmohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu)
surat keputusan atau surat ketetapan;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai
alasan dan bukti mendukung permohonan;

c. Diajukan kepada Kepala DPPKAD ; dan

d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
orang yang diberi kuasa.

[3]  Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak
yang  Terutang  untuk  setiap  SPPT  paling  banyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai
alasan yang mendukung permohonannya; dan

c. Diajukan  kepada  Kepala  DPPKAD  melalui  Kepala
Desa/Lurah.

[4]  Tanggal  penerimaan  surat  yang  dijadikan  dasar  untuk

memproses  surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) adalah tanggal tefima surat Wajib Pajak.

Pasal 29

(1) Permohonan  pembetulan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dipertimbangkan.

(2) Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Pajak atau kuasanya.

Pasal 30

[1]  Pejabat  memberi  keputusan  atas  permohonan pembetulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waMu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

[2')  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menambahkan,  mengurangkan atau menghapuskan PBB-P2
yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan
dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.



(3]  Apabila Pejabat tidak riiemberikaii keputlisan dalarri jarigka
waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  perraohonan
pembetulan  dianggap  dikabulkan  dan  diterbitkan  Surat
Keputusan sesuai permohonaa.

Pasal 31

Keputusan  pembetulan  dapat  diterbitkan  secara jabatan  atas
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu  dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 32

Apabila keputusan sebagaimaiia dimaksiid dalam. Pasal 30 ataii Pasal
31  rnasih terdapat kesalahan tulis,  kesalahan hitung,  dan/atau
kekeliruan  penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku,  Pejabat  dapat  melakukan
pembetulan lagi; baik seGara jabatan maupun atas permohonan Wajib
Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
P'asal 28 Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 33

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
atau Pajabat yang ditunjuk dapat rriembatalkan SPPT/SKPD/STP
PBB-P2 yang tidak benan

(2) SPPT/SKPD/STP PBB-P2 yang dapat dibatalkan secafa jabatan
adalah :

a. Objek pajaknya tidak ada;

b. Hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal
berdasarkan  keputusan  pejabat  yang  berwenang  atau
keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;

c. Objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak
PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan olen Negafa Ufituk
penyelenggarakan pemerintahan; dan

d;  Objek pajak yang teroantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2
berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib
pajak.

(3) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan  Pembataian
SPPT/SKPD/ SfPD PBB-P2.



BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG

Pasal 34

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu

lainnya;

b. Dalam objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan,  veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda /dudanya;

2) Objek  Pajak  berupa  lahan  pertanian/  perkebunan/
pefilcanafi/ peEefnakafi yaiig hasilnya sangaE EefbaEas yang
Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan  semata-mata  berasal  dari  pensiunan

sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;

4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah,  sehingga kewajiban PBB-P2nya
sulit dipenuhi; dan/atau

5) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan  rendah  dan  Nilai  Jual  Objek  Paja.k
permeter  perseginya  meningkat  akibat  pcrubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi :

Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan
yang menga.lami  kerugian  dan kr.sulitan likniditas pada
Tahun Pajak sebelumnya sehingga lidak dapat memenuhi
kewajiban rutin.

{?,}  Ranftaiia alafn sciftAgaifnafsa dirnalrsud pada ayaf (1) huraf b
adalah bencana yang dikaibatkan oleh perisliwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh antara lain gempa bumi, tsunami,

gtniu.ng mclenjs,  ba.njir;  k-okcringan, an gin ropan, dfm tanah
iongsor-.



(4)  Sedaft lain 3faiig lliaf biasa sebagaitfsa riimalcsud pada ayat (1)
huruf b meliputi kebakaran, wabah peiiyakiL Laiiainaii, daii/altiu
wabah hama tanaman.

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  34
cHbefikaii :

a.  Paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari PBB-P2 yang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
dalam PaSal 34 ayat (2) hufuf a afigka (1);

h.  Paling tinggi 50% ( lima puhih persen) dari PBR-P?, yang terutang
dalarn hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasai
34 ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), dan/atau
angka (5), atau Pasal 34 ayat (2) huruf b; atau

c.  Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang
dalam hal objek pajak t.srkena bencans slam atau sebab lain yang

luar biasa aebagtiimana dimaksud dalam Pasal 34 ayaL (3) aLau
ayat (4).

Pasai 36

[1]  Pengufangan sebagaiiiiaria dimaksijd dalam Pa sal 35 diberikfir
kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang Lerulang yang Lurea.ntu.rr
dalam SPPT, SKPD, STPD.

p]  PBB-P2 yang t.erutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak
ditafribali flengan deiifia adfninistfasi,

[3]  SPPT,SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan
pengurangan denda adrainistrasi

Pass! 37

(1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang
diajUfcail geCaffl. :
a.;  Perseorangaiij untuk PBB-P2 yang terutang yajig tercantum

dalam SPPT,SKPD dan STPD PBB-P2; atau

b.  Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang

tercantum dalam SPPT

[2) PefTiioliorian pengufangari seoara Vcolektif sobagaimana dirhalcsijd
pada ayat. (1) huruf b dapaL diajukan :

a.  Sebelum SPPT  diterbkka.n  dalam  ha]  kondisi  lertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 35 ayat (2) huruf a angka
(1)  dengan  PBB-P2  yang  rerutang  paling  banyak
Rp. 200.000,00 (dvia ratus ribu rupiah); atau



b,  Setelah SPPT ditefbitlcan dalam Hal !

1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf a angka (1)  dengan PBB-P2 terutang palinf
banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

2) Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), atatc
angka (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau

3) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling
banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

(3)  Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a haras
memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, STPD
PBB-P2;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan  besarnya  persentase  Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jeias;

c. Diajukan kepada Kepala DPPKAD;

d. Dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang
dimohonkan Pengurangan;

es  Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib pajak dan
dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa

Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang
pribadi  dengan  PBB-P2  yang  terutang  lebih  dari
Rp, 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,

untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang
terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

f.  Diajukan dalam jangka waktu :
1) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD

dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan Keberatan PBB-P2;

2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT,
sejak tanggai terjadinya bencana alam, atau sejak tanggai
terjadinya sebab lain yang luar biasa; kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.



g,  Tidak memiliki tiinggakan PBB-P2 Tahuri Pajak sebelurrinya
batas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

h.  Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD
PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan,  atau dalam hal
diajukan  keberatan  telah  diterbitkan  Surat  Keputusan
Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud
tidak diajukan Banding.

(4)  Permohonan  Pengurangan  yang  diajukan  secara  koiektif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang
sama;

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan  besarnya  persentase  Pengurangan  yang
dimohori disertai alas an yang jelas;

c. Diajukan kepada Bupati melalui ;
1) Pengurus  Legiun Veteran Republik  Indonesia  (LVRI)

setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang
terkait;

2) Kepala  Desa/Lurah  setempat,  untuk  pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  34
ayat (2) huruf a angka (2) dan angka (3);

d. Dilampiri fotocopy SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

e-.  Diajukan dalam j angka waktu;

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam; atau;
3) 3 (tiga) bulan terhitung Sejak tanggal terjadinya sebab lain

yang luar biasa> kecuali apabila Wajib Pajak melalui
pengurus LVRI setempat,  pengurus organisasi  terkait
lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan

bahwa dalam jangka Waktu tersebut tidak, dapat dipeiruhi
karena keadaaan di luar kekuasaannya;

f.  Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajak yang dimohonkan Pengufangarij  kecuali
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

gt  Tidak diajukan keberatan atas  SPPT yang dimohonkan
Pengurangan



Pasal 38

[1]  Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang
tidak memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

[Z]  Dalam  hal  permohonan  Pengurangan  tidak  dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
dalam jaiigka waktu paling lama 30 (tiga puluh) had kefja sejak
tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan
secara tertulis disertai alas an yang mendasari kepada Wajib
Pajak, Pengurus LVRI, atau pengurus organisasi terkait.

Pasal 39

(1}  Bupati  dapat  menolak  atau  mengabulkan  permohonan
pshgiifangah secara perseorarigah dan kolektif yang mernenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34.

[2)  Dalam jangka waktu 6 (enamj bulan, Bupati barus memberikan
jawaban atas permohonan pengurangan secara perorangan dan
kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34.

[3]  Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, maka
perm.ohonan diaxiggap dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRASI

Pasal 40

(1]  Kepala DPPKAD atas nama Bupati karena  jabatan atau atas
permohonan  Wajib  Pajak  dapat  menghapuskan  atau.
mengurangkan sanksi a.dministrasi berupa bunga, dcnda, da.n
kenaikan PBB-P2 yang te.rutang dalam bal  sanksi  tersebut
dikenaknn karenf* kekhiiafan Wajib Pajfik ,itrm bnk^n karena

kesalahannya.

(2j  Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

atas SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada. ayac (J)
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala
DPPKAD seiambat-lambatnya 00 ftiga puluh ) haii sejak tailggal
diterbitkan SKPD, atau STPD dengan memberikan alasan ĵ ang
jelas.

[3)  Kepaia DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan keputusan paling
lama 3  (tiga)  bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana
diraaksud pada ayat (2) diterinia.



keputusan daiam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
perxnohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB-P2
yang diajukan dianggap dikabnlkan scstiai pr.rmohonaii.

BAB XII!
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

(1}  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPPKAD
atas :
a,  SPPT;

.  b.  SKPD;
c. SKPDLB;
d. SKPDN;
e. STPD; dan
f. PemoiOJigan atau peiTcmngutan. oleh piliak ketiga berdasarkan

ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

(i!)  Permohonan keberatan harus mememihi persyaratan sebagai
berikut:
a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

deiigan diseftai alasah-alasari 3'arigjelas.

b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak-tanggal stirat, tanggal permotongan atau
pemungutari sebagaimana dimaksud pada ayaL (1), kecuaii
jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipeliuii kai'eila ala{jaii diluar kekuasaalifiya.

c. Keberatan  dapat  diajukan  apabiia  wajib  pajak  teiah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib
pajak.

(3)  Keberatan yang  tidak memenubi  persyaratan  sebagaimana

U-UJ-tcxrLSLtia JJCXKJ.CL cx.yciL [̂ ij uuaiv i_tlcuiggca.JJ CDwucigcii aUl&L jvUuc-iaL&ti
sehingga tidak dipertimbangkan.

(4j  Tanda terima stirat keberatan j^ang diberikan oleh Kepala
DPî KAD atau tanda pengiriman surat keberatan meialui surat
pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(Sj  Daiani jangiia w'a.tctu paiing asms. 12 (dus. bclas) bulaji scjaic
tanggal  surat  keberatan,  Kepala  DPPKAD  harus  memberi
kepUtusafi atas keberatan yang diajukanr

(6) Keputusan Kepada DPPI'CAD atas surat keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, mcnolak atau menambah

[7) Apabiia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
t<?lah iewat dan Kepala DPPKAO tidal*" mcnhprilffir.  !fe.outusan

rnaka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.



[8]  Apabila  wajib  Pajak tidak bisa meiiefima atas  kepuEusaii
keberatan yang diajukan, maka wajib pajak dapat mengajukan
banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Pasal 42

(1]  Wajib Pajak dapaf mengajukan pefmoliorian banding hanya
kepada  Pengadiian  Pajak  terhadap  keputusan  mengenai
keberatan yang ditetapkan oleh Bupati  atau Pejabat yang
ditunjuk.

(2)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dcngan alasan yang jclas
daiam jaiigka waktu 3 (tiga)  bulan sejak keputusaii ditenma,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3j  Pcrigajus.ii  pciTAoiionari  banding  nicnt<.riggui"ika.n  iccwajib&ii
membayar pajak sampai dengan i(satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

[4j  Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian  atau  seluruhnya.,  kelebihan  pernbayaran  pajak

u-iKciTi!-;S.ijjvari u-Gngan uitar"ui.̂ an iniuHian oungs sciu85or f2'vo [dus

persen) sebuian untuk paling lama 24 (dua pluh empat) bulan.

(5"j  Imbalan btmga sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) dibiti-iug
sejak bulan peiunasan sampai dengan diLerbitkannya SKi-'ULti.

(61  Dala.m haJ.  keberatan.  Wajib  Pajak ditolak atau  dikabulkan
ot '̂0&glirxj VvtBJTL) r*ajt5.kL CiiivcriS.i 5cli~iKSi tiuiViiil 15trS,5i iOor~upa b~LTilgl

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan kaberatKn dikurangi dongan najnk ysr.g telah ciibnyar
sebelum mengajukan keoeraian.

(7)  DaJam hal Wajib Pajak roengajukan permohonan banding sanksi
aQTixiruSTirciTil oci'tipci ciCii-Cici ow'yo îjnis. puiuii persen) scbcigs.inis.n.s.

ditnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

[8}  Dalaxn  hal  permohonan  banding  dif.oink  atau  dikabulksr,
sebagian;  wajib Pajak (iikenakan sanksi admiri.iai.rasi  berupa
denda  sebesar  100%  (seratus  persen)  dari. jumlah  pajak
berHssa'rksn Putusa^ Finding dik-iiranffi nenr̂ p  otnhay?srfi.n
jiajakyang to.Iah dibayar pRboln.m mengajiikan keberalan,

BAE XIV
"i'A'i'A iSAMJi. rSiBS.&kiM.iiAAi'i ifSS-Sf'A

Pasal 43

(1)  Kepala DPPKAD berwenang nielakukan pemeriksaan dexigan
txihian imtink rnrfninw kî natuhan nrmrmi>i n krwaiihari PP.R-P"
dan/atau tujuan ialn daJam rangka melaksanak^xi kfitenhian
peraturan perundang-iandangan perpajakan



[2) Pemefiksaan liritulf meriguji kepatuhan pemeriuhan kewajiban
PBB-P2 dapat dilakukan daiam hai :

a. Terdapat  indikasi  Wajib  Pajak  tidak  melaporkan  objek
psjaicnya GcngcLn. ocnarj

b. Wajib  Pajak  mengajukan.  permohonan  pengembalian
tr=a=h \ p.n  n?mbfivf!rsn PnP.-P9.  =-p!;iiu  '.-@.̂ @rnu-ihrinan k&rpnp.

Keputusati Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan
Kembali, Keputusan Pengurangan, atau keputusan lain, yang

Ticiigtuviuti.LJXbi_Li ncicunitm ya.nu ay as tux r ljlj-jt jl.

(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau

sebelumiiya.

Pasal 44

(1)  Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

[2}  i iiTi .rciTLcriiCSci 5cutlguj-iii5.ii8. Cfiiliu.rCSU.CI pfctCiti. ay8.t [ij tci"Ciii"i Ciarj. i

(satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau iebih anggota tim

(3i  Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan
KepaiaDPFKAU.

Pasal 45

(1]  Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil
Pemeriksaan PBB-P2

[2J  Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja
Pemeriksaan,  sebagai  dasar  pembuatan  Laporan  Hasil
Femeriksaan  ftm-yu,  baporan  iiasu  Pemeriksaan  fttu-fj,
digunakan untuk membuat Nota Perhitungan sebagai dasar
penefbifaii KeputLlsan aia.s pfSfrnoliOfiaft peii.̂ mbaliafi kekbihari
pembayaran PBB-P2 3̂ ang berupa:

a>  Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, apabila jumlah PBB
yang dibayar ternyata iebih besar dari yang seharusnya
terutang;

o.  ouiai i crriucricaiiuai'ij apaoiia jumisii i"Uij~l'î  j5iig cibayar
sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;

a  Surat Ketctapan Pajak, apabila jumlah PBR-P2 yang dibayar
ternyata kurang dari jumlah faa-h-A  yang seharusnya
terutang.

Pasal 46

[1]  Pemeriksaan  dilakukan  dongan  Pemeriksaan  Kantor  atau
Femeriksaan .Lapangan



ar

(2) Pemefiksaan Kali tor dilakukan dalafri jangka waktu paling lama 2
(dua)  bulan  yang  dihitung  sejak  tanggal  Surat  Perintat
Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hast
Pemeriksaan PBB-P2,

(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasi]
Pemeriksaan PBB=P2.

(4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh
tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 47

fl)  Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang
untuk :

a. Memanggil Wajib Pajak datang ke kantor DPPKAD dan/atau
untuk merighadlfi Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di
lokasi objek pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;

b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
c. Melihat  dan/atau  meminjam  buku,  catatan,  dan/atau

dokumen yang diperlukan;
d. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada

pada objek pajak yang dilakukan Pemeriksaan; dan
e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari

pihak ketiga yang mempunyai hubimgan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa.

[2j  Dalam Pemefiksaan, Wajib Pajak befkewajiban Untuk ;
a. Memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang

telah ditentukan;
b. Memperhatikan  dan/atau  meminjamkan  buku,  catatan,

dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan PBB;
c. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa

tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang
dilakukan Pemeriksaan;

d. Mcrnbcri bantuan guna kclancaran Pemeriksaan. @ @:

3]  SuT.iap permnjatriaii  bukiij  <jatatari,dan/al.au  dokiirneri,  atau

fotocopynya  kepada  Wajib  Pajak  harus  diberikan  Bukti
Peminjaman  dan  Pcngembalian  Buku,  Catatan,  dan/atau
DaScunien.

4]  Dalam ha] buku. catatan, dan/atau dokurnen berupa foLokopi,
mafca Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa
iotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.



[5]  Pengembangan biiku,catatan, dan/atau dokumen yang dipinjarh
dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan PBB.

Pasal 48

Dalam hal Wajib Pajak :
a. Tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47

ayat (2) huruf a;

b. Tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang

ditninta baik secara lisan dan/atau tertulis;

c. Tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau

seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan;

d. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek

pajak yang diperiksa;

Sehingga  tidak  terpenuhinya  data  yang  diperlukan,maka  Tim
Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data
yang ada pada DPPKAD.

Pasal 49

DPPKAD dapat melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat
data barli atau berdasarkan pertinibarigan kepala DPPKAD

BAB XV
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pontianak-.

0'iimfangkan di Mempawah

\  bfc'S SRETAR!S DA RA ^Bli Pî ONTJANAK

prP.STA DAERA.H KADUPATEN PONTIANAK

Ditetapkaii d
pada tanggal!

BUPATII

li  MempawaJjL


